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Abstract: The Dynamics of Sunnah Authority as a Source of Islamic Law. The development
of Islamic law to respond to social changes had caused the authority of the Sunnah experience a
dynamic evolution. At first, the sole autoritative Sunnah, as the source of law, was the Sunnah of
the Prophet. In the era of companions, however, the Sunnah also included behavior and decisions
made by the prophet’s companions. In the era of post-Companions, the religious opinions made
by judges or the rulings were also considered as Sunnah as they were also based on the Sunnah of
the Prophet. Thus, a variety of the Sunnah emerged at the same time in several regions. Facing
with this phenomenon, a number of muslim scholars such as: al-Syaft’i, al-Qarafi, Yosuf al-
Qaradhawi, evaluate the authority of the Sunnah and distinguish them to be the one which is still
authoritative to be carried out (mamiil bih) and the other one which no longer can be carried out

(ghair mamil bib).
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Abstrak: Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam. Perkembangan
hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi
mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum
hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan
sahabat. Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga diangap sebagai
Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul berbagai
sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama’/intelektual Muslim
seperti: al-Syaf’i, al-Qarafi, Yisuf al-Qaradhiwi, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah
dan membedakan mana Sunnah yang masih mainiil bih atau otoritatif untuk diamalkan dan ada
yang sudah ghair mamiil bih atau tidak dapat diamalkan lagi.

Kata Kunci: otoritas Sunnah, hukum Islam

Pendahuluan

Evolusi' syariah atau hukum merupakan
sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh
Allah Swt. kepada para nabi dan rasul
selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim
(syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.),

! Evolusi adalah proses perubahan sesuatu secara ber-
angsur-angsur dalam jangka waktu yang lama menjadi bentuk

lain (lebih kompleks atau lebih baik).
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sampai moderat (syariah Muhammad Saw.).?
Dinamika syariah tersebut merupakan rahmat
Allah Swt. untuk mewujudkan keadilan,
kesejahteraan dan kebaikan umat manusia.
Oleh karena parameter kemaslahatan dan
cara mewujudkannya berbeda, maka syariah

2 Makna, asal usul, sejarah, perkembangan, prinsip,
benang merah persamaan dan perbedaan syariat berbagai umat.
Lihat Muhammad S2id al-Asmawi, Usii/ al-Syari'ah, (Bayrit: al-
Maktabah al-Tsagifiyah, 1992).
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yang ditetapkan juga tidak selalu sama,
sesuai dengan perbedaan umat manusia,
budaya, geografis, dan berbagai tantangan
yang dihadapi.

Gradualisasi hukum dalam wahyu
Alquran yang diturunkan oleh Allah Swt. dan
dijabarkan oleh Rasulullah dalam Sunnahnya
adalah bukti konkrit dari karakter dinamis
hukum Islam. Kategorisasi ayat makkiyyah
dan ayat maddniyyah, nésikh dan mansikh,
asbib al-nuzil atau asbab al-wurid, bukan
sekedar menunjukkan perbedaan waktu dan
tempat turunnya Alquran atau munculnya
hadis, tetapi lebih mendasar lagi adalah
untuk memperlihatkan dinamika perubahan
hukum dan metode, baik dengan perubahan
drastis seperti hak kewarisan maupun lambat
seperti poligami dan perbudakan. Walaupun
demikian, semua itu diyakini bermuara
kepada satu tujuan asasi yaitu kemaslahatan
manusia (mashdlibh al-andm).

Dari fenomena sejarah perkembangan
hukum yang sangat panjang di atas, lalu
diikuti dengan pergantian syariah yang
beragam, maka ulama klasik sampai modern
sepakat ada dimensi hukum Alquran dan
Sunnah yang bersifat tetap, final dan tidak
pernah berubah (ga#h%), dan ada pula dimensi
yang dapat berubah dan tidak pernah final
(zhanni), sejalan dengan perkembangan
pemahaman dan tujuan kebaikan yang
ingin diwujudkan. Upaya terus menerus
menemukan dimensi hukum yang abadi dan
berubah untuk mewujudkan kemaslahatan
inilah yang melahirkan dinamika hukum
Islam yang kaya dengan perbedaan dan
selalu ada semangat pembaruan walaupun
mengalami perkembangan yang sangat
panjang (evolutif).

Tulisan ini menggali perkembangan
otoritas Sunnah nabi sebagai sumber hukum
Islam. Otoritas dimaksud adalah tingkat
kekuatan Sunnah nabi untuk ditaati sebagai
sumber hukum. Pertanyaan yang akan
dijawab adalah mengapa konsep Sunnah
nabi mengalami perubahan dan bagaimana
implikasinya terhadap otoritas Sunnah nabi

dan terhadap kedudukannya sebagai sumber
hukum Islam?

Konsep Sunnah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, Sunnah berasal dari
kata kerja sanna yang berarti membentuk,
menentukan, atau melembagakan. Sunnah
dalam pengertian ini menunjuk kepada
suatu praktik atau perilaku yang ditentukan
atau dilembagakan oleh orang maupun
sekelompok orang. Jadi, Sunnah bukan
hanya menunjuk kepada adat istiadat suatu
suku atau kelompok tetapi juga berkaitan
dengan individu yang melembagakannya.’

Dalam bentuk kata benda, secara bahasa
Sunnah berarti jalan setapak, perilaku,
praktik, tindak tanduk, atau tingkah laku.*
Istilah Sunnah dengan pengertian seperti ini
juga mengandung arti praktik normatif atau
model perilaku, baik yang terpuji maupun
yang tercela, baik dari individu, kelompok
atau masyarakat tertentu. Pengertian Sunnah
yang bersifat umum ini misalnya ditemukan
dalam sebuah hadis nabi yang diriwayatkan
oleh Muslim dan lainnya dari Jarir ibn

‘Abdullah yang berbunyi:
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Barang siapa membuat sebuah Sunnah yang
baik dalam Islam maka ia akan memperoleh
pahala Sunnah tersebut serta pahala orang-
orang yang mengamalkannya di masa sesudah-
nya, tanpa mengurangi pahala orang-orang itu
sedikit pun. Barang siapa membuat sebuah
Sunnah yang buruk dalam Islam maka ia akan

3 Ibn Manzhtr, Lisdan al-Arab, (Kairo: al-Dar al-
Mishriyyah, t.t.), juz XII, h. 224 dan Muhammad Jarir al-
Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulik, juz 11, (Ttp.: Tnp., t.t.),
h. 885.

* Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic Jurisprudence,
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 8.

> Muslim ibn Hajj3j al-Qusyairi, Shahih Muslim, juz 1, bab
zakat No. 69, (Semarang: Nur Asia, t.t.).



menerima dosanya dan dosa orang-orang yang
mengamalkanya di masa sesudabhnya, tanpa
mengurangi dosa orang-orang itu sedikit pun.

Pengertian Sunnah secara umum di atas
mengandung banyak hal, antara lain berupa
kebiasaan praktis sehari-hari, prosedur atau
transaksi tertentu yang mengikat seluruh
anggota masyarakat.® Sunnah dalam pe-
maknaan yang general seperti ini juga
dapat mencakup berbagai perilaku dalam
masyarakat atau individu tertentu yang telah
umum dan berakar.”

Dalam Alquran ditemukan enam belas
kali pengulangan kata Sunnah atau kata lain
yang memiliki satu akar kata dengannya.
Pemakaian kata Sunnah tersebut terutama
digunakan dalam dua konteks, namun
sedikitpun tidak terkait dengan Sunnah nabi,
yaitu (1) sebagai Sunnah al-Awwalin berupa
peringatan agar mengindahkan “Sunnah-
Sunnah” orang-orang terdahulu, misalnya
yang terdapat dalam Q.s. al-Nisd' [4]: 26,
Q.s. al-Anfal [8]: 38, dan (2) sebagai pola-
pola perlakuan Allah atas manusia yang
dalam Alquran disebut Sunnah Allah,
misalnya terdapat dalam Q.s. al-Ahzab [33]:
62, dan Q.s. al-Mukmin [40]: 85.

Dalam Alquran sering digambarkan
tentang ucapan mereka dengan ungkapan
“wa wajadni ‘alaibi 4bina”® Tradisi ini
diikuti dengan ketat karena dianggap
sebagai norma. Dalam konteks ini, seorang
penyair Arab jahiliyah yang terkenal pernah
mengatakan dalam karya populer bernama

al-Muallagat al-Sab'ah sebagai berikut:
T Lolaly B o8 Sy RSl @b ke s

Di antara kelompok itu ada yang telah
dibuatkan tradisi oleh nenek moyang mereka,

¢ Majid al-Din Muhammad ibn Ya'q(b al-Fairuzzabadi,
al-Qamiis al-Muhith, (BayrGt: Dar al-Fikr, 1983), h. 237. Lihat
pula Akh. Minhaji, “Hak-hak Minoritas dalam Islim” dalam
jurnal ‘Ulum al-Quran, edisi No. 2, tahun 1993, h. 17.

7 Akh. Minhaji, “Hak-Hak Minoritas dalam Islam”, h. 17.

® Ungkapan seperti ini misalnya terdapat dalam Q.s. al-
Maidah [5]: 107 dan al-Araf [7]: 27.

9 Aba Yasuf Yaqab ibn Ibrahim, Kifdb al-Kharyj, (Kairo:
Mathba’ah al-Salafiyah, 1352 H), h. 33.

Alamsyah: Dinamika Otoritas Sunnah Nabi |481

dan setiap kaum ada tradisi dan pemimpinnya.

Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam
ini, tindakan pemutusan adat istiadat lama
dan praktik yang telah mapan dianggap
sebagai hal tercela. Penyimpangan atau
keterputusan Sunnah dikenal sebagai bid’ah
(inovasi). Dalam pengertian demikian maka
bid’ah merupakan anti tesis atau lawan dari
Sunnah.'

Oleh karena bersifat mengikat, maka
istilah Sunnah selalu mengandung unsur
normatif, baik ketika digunakan dalam
pengertian praktik tradisi maupun perilaku
individu. Dalam literatur ke-Islam-an masa
awal, banyak ditemukan ilustrasi yang
menunjukkan kenormatifan nilai Sunnah
ini. Sebagai contoh misalnya tindakan Aba
Yasuf Ya'qib ibn Ibrahim (wafat 182 H)
yang pernah mengingatkan khalifah agar
menghidupkan kembali Sunnah dari orang-
orang yang berbudi, karena menurutnya
tindakan tersebut merupakan suatu kebajikan
yang abadi dan tidak pernah lenyap."

Islam datang untuk merombak sistem
kehidupan masyarakat pra-Islam. Untuk
itu, Islam membawa Sunnah yang berbeda
dari Sunnah-Sunnah sebelumnya. Dalam
hal tertentu, Islam membatalkan beberapa
Sunnah sebelumnya, namun dalam banyak hal
lainnya, Islam justru tetap mempertahankan
dan meneruskan Sunnah yang telah ada.

Pengertian Sunnah sebagai tradisi yang
telah mengakar dan sebagai sumber penting
dari Islam terus berlanjut dalam kehidupan
umat Islam pasca nabi Muhammad Saw.
Khalifah ‘Umar misalnya, ketika mengangkat
beberapa gubernur di beberapa daerah ber-

kata pada mereka agar mengajarkan agama

'© Muhammad ibn Yazid ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz
I, (Bayrat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1983), h. 17. Lihat juga Ahmad
Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, h. 77.

" Dalam contoh lain disebutkan bahwa Abt Yiisuf pernah
menyatakan pada khalifah agar membiarkan keadaan dan
praktik kebiasaan negeri Bashrah dan Khurasan yang ditaklukan
tetap seperti sedia kala dan berlangsung terus-menerus. Hal ini
dilakukan karena suatu Sunnah (praktik) tertentu telah berlaku
umum di negeri-negeri tersebut dan para khalifah sebelumnya
juga telah memberlakukan Sunnah tersebut.
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dan Sunnah nabi kepada mereka, atau
memanfaatkan Sunnah yang telah berlaku
mapan dalam masyarakat.'> Sunnah yang di-
maksud dalam instruksi ‘Umar ini tidak lain
adalah tradisi yang telah mengakar dalam
masyarakat sebelum Islam masuk ke daerah
tersebut.”

Berdasar uraian di atas, pengertian awal
yang mendasar dari Sunnah adalah sebagai
sesuatu kebiasaan yang telah diterima dan
mentradisi secara normatif di kalangan
masyarakat. Dengan demikian, Sunnah
merupakan pandangan hidup dan sebagai
sesuatu yang telah dan sedang diikuti oleh
masyarakat tertentu.

Dinamika Sunnah dalam Hukum Islam

Dalam doktrin hukum Islam, Sunnah nabi
biasa disingkat sebagai a/-Sunnah.'* Dalam
studi historis perkembangan hukum Islam,
terlihat bahwa konsep Sunnah mengalami
perkembangan yang sangat panjang (evolutif)
dan sangat dinamis.

Pada masa awal Islam, istilah Sunnah
biasanya digunakan untuk menunjukkan
praktik normatif yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah Saw. Pada masa ini juga,
istilah Sunnah digunakan untuk menunjukkan
kesesuaian tindakan para sahabat dengan
tindakan rasul, sehingga perkataan dan per-
buatan sahabat yang sesuai dengan perilaku
rasul dikatakan juga sesuai dengan Sunnah.

Ketika rasul Saw wafat, ruang lingkup
istilah dan kandungan Sunnah mengalami
perkembangan baru. Pada era ini, perilaku
dan pendapat para sahabat yang tergolong a/-
Khulafd’ al-Résyidin lambat laun dipandang

sebagai Sunnah atau contoh ideal pula

12 Abt Yasuf Y2 qtib ibn Ibrahim, Kirdb al-Kharij, h. 14.
Lihat pula Muhammad Mushtafa al-A'zhami, Dirdsat fi al-Hadis
al-Nabawi wa Tarikh Tadwinibi, Ali Mustafa Yaqub (pent.),
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 33-34.

'3 Abt Ytisuf Ya'qtib ibn Ibrahim, Kitib al-Khardj, h. 29.

14 Jika ditambahkan huruf a/if dan Jam di awalnya (menjadi
al-Sunnah) maka menunjukkan konotasi marifah (definitif)
sebagai Sunnah nabi, dan jika tanpa huruf a/if dan /am (hanya
Sunnah), maka konotasinya Sunnah yang bermakna umum.

oleh generasi berikutnya.”” Contohnya

adalah tindakan ‘Umar ibn al-Khaththab
yang menetapkan hukuman cambuk 100
kali atau 80 kali atas peminum minuman
keras (khamar), padahal hukuman mereka
di masa rasul adalah cambuk sebanyak 40
kali. Tindakan ‘Umar seperti ini oleh umat
Islam pada masanya juga dijadikan sebagai
Sunnah.!¢

Dalam perkembangan selanjutnya,
Sunnah juga mencakup perilaku sahabat nabi
yang lain dalam menghadapi dan menyelesai-
kan berbagai persoalan kehidupan mereka,
baik sosial, politik maupun keagamaan.
Dalam fenomena tersebut, perilaku mereka
selalu diamati dan diteladani oleh orang
lain dari generasi berikutnya sebagai contoh
yang lebih mendekati kehidupan ideal dari
rasul. Dengan demikian, perilaku atau
ijtihad sahabat yang telah mentradisi di
kota Madinah dan diikuti murid-muridnya
dari kalangan tabi’in merupakan bagian dari
Sunnah atau 4mal yang ideal juga, yang
dinamakan sebagai Sunnah para sahabat
(Sunnab al-Shahibah). Di sinilah muncul
teori ‘Amal Madinah sebagai salah satu
sumber hukum Islam."”

Dengan demikian, pada waktu itu
ada dua macam Sunnah: (1) Sunnah yang
sesungguhnya berasal dari nabi Saw.; dan
(2) Sunnah yang berasal dari ijtihAd sahabat
terhadap Sunnah nabi tersebut. Ijtihad
‘Umar yang terkenal tentang salat tarawih
merupakan contoh jelas Sunnah sahabat yang
berasal dari pemahaman atas Sunnah nabi.'®

Era baru perkembangan evolusi konsep

> Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 83.

' Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 83. Lihat pula Abty Yisuf, Kitdb al-Kharaj, h.
66. Bandingkan Malik ibn Anas dalam al-Muwaththd’ ditahgiq
oleh Muhammad Fu’ad Abd al Baqi, (Mishr: Dar al-Sya’b, t.t.),
h. 50 dan 326.

7 Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 87.

'8 Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 87, dan Malik Malik ibn Anas, al-Muwaththi,
jilid I, h. 114. Sunnah tersebut juga diterima dan diserap ke
dalam istilah Sunnah pada masa awal Islam.



Sunnah mulai terjadi dengan berdirinya
dinasti Umayyah. Dalam periode ini, ruang
lingkup Sunnah semakin luas. Sunnah tidak
lagi digunakan secara terbatas hanya untuk
perilaku nabi maupun tindakan sahabat
yang telah menjadi tradisi mapan dalam
masyarakat, tetapi juga mulai mencakup
keputusan-keputusan dari otoritas penguasa

dan konsensus para ahli hukum dari setiap
daerah.”

Perdebatan di kalangan ulama pada era
ini tentu banyak terjadi dalam memper-
soalkan lingkup Sunnah ini. Abl Yasuf
misalnya, telah mengkritik al-Auz&’i
maupun fuqahd’ al-Hijiz karena dianggap
sering menggunakan istilah a/-Sunnah ter-
lalu longgar. Menurutnya, Sunnah yang
mereka klaim kemungkinan besar hanyalah
keputusan seorang mandor atau inspektur
pasar atau sejumlah gubernur wilayah.?

Lambat laun hasil penafsiran atau ijtihad
ulama berbagai daerah, yang diklaim tetap
bersumber dari Sunnah nabi, juga dianggap
sebagai bagian dari Sunnah. Dalam proses
perkembangan seperti ini, maka muncul
Sunnah-Sunnah yang bercorak lokal
regional. Oleh karena, keputusan hukum
yang bersifat ijtihad dari berbagai wilayah
regional ini sering berbeda antara satu dan
lain, maka muncullah Sunnah-Sunnah lokal
yang berbeda, padahal kasus hukum yang
diselesaikan adalah sama. Walaupun berbagai
Sunnah yang berasal dari penafsiran regional
tersebut berbeda, namun masing-masing
tetap dikaitkan dan dianggap bermuara pada
Sunnah nabi.

" Sejumlah pernyataan dari otoritas—otoritas hukum
masa awal menjadi bukti adanya kandungan Sunnah model
baru ini. Al-Syaibini misalnya telah me-nisbah-kan prakeik
pengambilan keputusan atas dasar seorang saksi yang disertai
sumpah dari penuntut kepada tradisi khalifah Muawiyah
atau tradisi khalifah ‘Abd al-Malik. Imam Malik ibn Anas juga
menyebut praktik demikian sebagai Sunnah. Lihat al-Syaibani,
al-Muwaththa’, (India: Daoband, t.t.). Lihat Ahmad Hasan, 7he
Early Development of Islamic Jurisprudence, h. 363, dan Malik
ibn Anas, al-Muwaththi, juz 11, h. 722-25.

» Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 88. Lihat pula Aba Ytsuf, al-Radd ‘ala al-Siyar
al-Auza’l, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 11.
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Konsep Sunnah yang fleksibel dan
umum ini dapat dilihat dari pandangan
banyak ahli hukum pra al-Syafi'i, seperti
al-Auz’i (wafat 157 H). Ia sering merujuk
kepada praktik yang dilakukan umat Islam
masa itu dan menganggapnya berasal dari
masa kehidupan rasul.?! Imam Malik (wafat
179 H) juga berpendapat Sunnah tidak
selalu merupakan tradisi yang berasal dari
rasul atau sahabat atau tabi’in. Menurutnya,
Sunnah kadang-kadang berlandaskan pada
tradisi yang berasal dari rasul, kadang kala
atas dasar perilaku sahabat dan tabi’in,
dan ada kalanya pada praktik mapan yang
berlaku di kalangan masyarakat Madinah.?

Bahkan dalam beberapa hal, Malik
menolak riwayat hadis yang melaporkan
tentang perilaku tertentu dari rasul dan lebih
mendahulukan pendapat seorang sahabat atau
tabi’in. Praktik mapan yang disepakati di
kota Madinah yang menurutnya lebih valid
atau lebih populer serta telah mentradisi
dalam masyarakat. Malik misalnya menolak
hadis tentang khiyir,” karena menurutnya
hadis ini tidak disepakati kebenarannya dan
tidak dipraktikkan pengamalannya.*

Dari fakta-fakta munculnya berbagai
Sunnah lokal di atas maka dapat dipahami
bahwa pada masa awal Islam telah muncul
fenomena Sunnah empiris yang bersifat
induktif. Berbagai tradisi lokal yang berasal
dari fatwa atau kebiasaan ulama lokal tersebut
menjadi Sunnah-Sunnah yang tetap dianggap
otoritatif dalam penetapan hukum Islam.
Inilah yang menjadi dasar untuk disimpulkan
bahwa konsep Sunnah yang berkembang
pada abad pertama hijriyah adalah Sunnah
lokal yang bersifat empiris induktif.

2 Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 88.

2 Malik ibn Anas, al-Muwaththd), juz 1: 61,71, 177, 222,
223,225, 226, dan juz II: 708, 709, 788 serta 854.

23 Lihat Shahih al-Bukhiri pada bab al-buyi’, Hadits
nomor 1937, Shahih Muslim bab al-buyi’, nomor Hadits 66 dan
Sunan al-Tirmizi bab al-buyi’ nomor Hadits 2825.

# Argumen ahl al-Madinah ini dikutip dari al-Syafi’i, juz
VII: 242 dan 255. Lihat pula Fazlur Rahman, s/im,, Ahsin
Muhammad (pent.), (Bandung: Pustaka, 1985), h. 78.
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Pada masa nabi Saw. masih hidup,
sebenarnya sistem pemikiran induktif empiris
dalam praktik keagamaan juga sudah mulai
berkembang. Informasi hadis tentang ke-
ragaman dialek (lzhjah) bacaan Alquran di
kalangan sahabat nabi menjadi bukti valid hal
tersebut. Wahyu Alquran yang diturunkan
kepada rasul Saw. memang dalam bahasa
Arab, namun karena dialek bahasa Arab itu
bermacam-macam, seperti Quraisy, Kin4nah,
Tamim, Azad, dan lainnya, maka tidak dapat
dihindari terjadi perbedaan dalam bacaan
Alquran tersebut, baik bunyi maupun kata
atau kalimat. Berbagai perbedaan tersebut
ternyata disikapi oleh nabi Saw. dengan bijak.
Semua dialek bacaan yang berbeda dianggap
tetap benar karena Alquran memberikan
kemudahan dalam perbedaan.

Oleh karena, pendapat mufti atau
otoritas lokal telah menjadi tradisi mapan
atau kebiasaan yang disepakati, maka
Sunnah pun muncul sebagai konsensus
atau 7jmd’. Dengan demikian, Sunnah dan
ijmd’ merupakan dua hal yang sangat dekat
dalam konsep hukum masa awal. Atas dasar
inilah, Fazlur Rahman dan Ahmad Hassan
menyatakan konsep Sunnah dan ijmad’ pada
masa ini sangat dekat dan sulit dibedakan
antara keduanya.”

Pada era belakangan, konsep Sunnah
yang fleksibel dari para ahli hukum masa
awal ini dikritik oleh al-Syafi’i karena di-
anggap melahirkan persoalan baru ketika
berhadapan dengan situasi dan kondisi
umat Islam yang berubah cepat. Bagi al-
Syafi’i, satu-satunya Sunnah yang otentik
adalah Sunnah nabi, bukan tradisi lokal
yang diturunkan seperti dalam teori Malik,
bukan pula pendapat para fugahi’ dan
putusan penguasa seperti dalam teori al-
Auz®’i. Sedangkan al-Syafi'i memandang
Sunnah atau tradisi yang bersumber dari

selain nabi, seperti sahabat dan fuqaha’

sesudahnya, tidak memiliki otoritas hukum

» Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 89.

yang kuat jika dibandingkan dengan Sunnah

nabi.?¢

Sunnah nabi yang sebenarnya, menurut
al-Syaf’i, adalah Sunnah yang secara khusus
disampaikan lewat jalur periwayatan (sanad)
yang jelas dan handal walaupun perorangan
(ahdd), formal, verbal, serta otentik, dan inilah
yang dinamakan sebagai hadis. Maka Sunnah
menjadi identik dengan hadis. Ketika Sunnah
menjadi sumber hukum otoritatif maka hadis
pun demikian. Dari sini lalu muncul istilah
populer, yang konon juga berasal dari al-
Syaft’i, yang menyatakan “ lza shahba al-hadis
Jahuwa mazhabi ” artinya jika hadis itu telah
shabih maka itulah mazhabku. Oleh karena
hadis terdiri dari rangkaian sumber periwayat
(sanad) dan isi ajaran (matan) dengan redaksi
berbahasa Arab, maka metode pemahaman
teks hadis harus berdasarkan kaidah-kaidah
logika dalam bahasa Arab, dalam epistemologi
keilmuan Islam lebih dikenal sebagai metode
bayini. Sejak saat itu maka dunia pemikiran
hukum Islam didominasi oleh metode bayini
yang cenderung tekstual dan harfiyah dalam
pemahaman teks-teks keagamaan dan dalam
penetapan hukum Islam. %

Dalam kondisi di atas, maka wacana
istinbadth hadis dan ijtihad lebih didominasi
kajian teks atau kebahasaan, termasuk pem-
bahasan teks gathi dan dzanni. Konsep qath’
di mata kebanyakan ulama hanya dilihat
dari aspek bahasa. Suatu nash (ayat Alquran
atau hadis) dianggap sebagai qathi jika
lafaz dalam nash tersebut memiliki makna
yang jelas (sharih) dan final (gath%). Inilah
yang dipertahankan oleh Wahbah Zuhayli,
Muhammad Abt Zahrah, dan ‘Abdul
Wahhéib Khallaf. Para ulama wsi/ seperti
ini menegaskan ijtihad tidak boleh dilakukan
terhadap teks hukum yang mengandung
makna gath’ atau kasus hukum yang telah
diatur dalam teks yang gathi.

% Ahmad Hasan, 7he Early Development of Islamic
Jurisprudence, h. 456 dan al-Syafi'i, juz VIL, h. 177, 179 dan 184.

2 Muhammad ‘Abid Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi;
Dirdsah Tahliliyah Nagdiyah, (Bayrit: Markaz Dirdsat al-
‘Arabiyat, 1992).



Evolusi Otoritas Sunnah

Otoritas Sunnah atau kekuatan Sunnah
sebagai sumber hukum yang harus ditaati
mengalami dinamika. Perkembangan ini
dapat dilihat dari pandangan para ulama yang
terus mengalami perubahan. Pada awalnya
semua Sunnah dipandang sebagai sumber
hukum otoritatif, dalam arti harus diikuti
dan ditaati kapanpun dan di manapun, baik
berkaitan dengan masalah akidah, ibadah,
mu’amalah, maupun kehidupan pribadi
nabi. Inilah pandangan mayoritas ulama
hadis. Namun sejalan dengan perkembangan
sosial budaya masyarakat yang cepat me-
ngalami perubahan, maka pemahaman ter-
hadap otoritas Sunnah nabi tersebut harus
dirumuskan ulang, agar Sunnah tersebut
tetap memiliki kekuatan sebagai sumber
hukum, walaupun rumusan otoritas itu me-
ngalami perubahan dibandingkan rumusan
sebelumnya.

Sejak era klasik ulama fikih, misalnya
al-Ghazali, melihat nash-nash keagamaan,
seperti Alquran dan a/-Sunnah tidak dapat
dipahami tekstual lagi karena menyebabkan
terbatasnya daya jangkau hukum. Di sisi lain,
pemahaman demikian juga dapat berakibat
terjadinya kekosongan hukum, yaitu banyak
perbuatan atau kasus tanpa kejelasan status
dan kekuatan hukumnya, karena tidak ada
nash yang menjelaskannya. Memang ada
kaidah menyatakan “al-ashl fi al-asyyd’ al-
ibihah hattd yadull al-dalil ala tahrimihad”,
namun tentunya penerapan kaidah ini tetap
harus dibantu kaidah maslabat dan mudarat
serta tidak ada hukum yang dapat dijadikan
analogi terhadap kasus tersebut. Oleh karena
itu, ulama menempuh pendekatan baru,
yaitu penetapan motif dibalik munculnya
hukum (legal ratio). Motif inilah yang nanti
akan menentukan status hukum (bukum
taklifi). Dari sini muncul kaidah “al-hukm
yadiir maa ‘illatih wujiidan wa ‘adaman’,
artinya hukum itu berlaku tergantung kepada
“ilat, apakah ada atau tidak ada.”®

% Ulama wushiil menyatakan, %/lat atau sebab menentukan
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Sebagian ulama masa belakangan turut
merekonstruksi otoritas tersebut, di samping
dengan metode %//at, juga dengan mem-
batasi wilayahnya pada Sunnah-Sunnah
tertentu. Berikut pandangan ulama klasik
dan kontemporer tentang wilayah otoritas
Sunnah tersebut.

Al-Qarafi

Al-Qarafi, seorang ulama klasik dari mazhab
Maliki, mengembangkan ide-ide inovatif
dalam mengelaborasi otoritas Sunnah nabi. Ia
menjelaskan ada empat kapasitas nabi ketika
membuat Sunnahnya, yaitu sebagai seorang
nabi, sebagai mufti, sebagai hakim, dan
sebagai imam atau kepala negara.”” Putusan
mufti bersifat opini (pandangan hukum),
putusan hakim menjadi putusan pengadilan,
dan putusan kepala negara merupakan
tindakan politik. Setelah nabi Saw. wafat,
maka posisinya sebagai mufti digantikan oleh
para mufti kemudian, posisinya sebagai hakim
digantikan oleh para hakim belakangan, dan
posisinya sebagai kepala negara digantikan

oleh para khalifah sesudahnya.

Teori al-Qaréfi ini menunjukkan ada
perintah atau larangan dalam Sunnah nabi
yang bersifat otoritatif (mengikat) dan ada
yang tidak. Jika suatu larangan muncul
dari kapasitas nabi Saw. sebagai mufti
maka larangan itu tidak mengikat sebab
sifatnya hanya fatwa atau sebuah opini
mufti. Namun jika Sunnah itu disampaikan
dalam kapasitas nabi sebagai hakim maka
putusannya bersifat mengikat. Demikian
pula jika keputusan dalam Sunnah lahir
dari kapasitas nabi Saw. sebagai kepala
negara maka sifatnya otoritatif politik
kenegaraan.

Teori al-Qarfi tentang macam-macam
otoritas hadis atau Sunnah ini tentu mem-

bawa implikasi besar jika diterapkan ke dalam

berlaku dan tidak berlakunya suatu hukum. Ada sebab ada
hukum dan tidak ada sebab tidak ada hukum.

¥ Lihat al-Qarafi, al-Thkim fi Tamyiz al-Fatiwi min al-
Ahkim wa Tasharrufit al-Qéadi wal Imdm, (Kairo: Mathba'at al-
Anwar, 1938), h. 22-29.
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sistem hukum Islam yang substantif. Sunnah
yang sebelumnya dianggap otoritatif untuk
dilaksanakan kapanpun dan di manapun bisa
menjadi tidak lagi otoritatif jika dipandang
dari dasar kapasitas munculnya Sunnah
tersebut. Sebaliknya ada Sunnah yang biasa-
nya dipandang sebagai kegiatan pribadi
kemudian dianggap sebagai keputusan hakim
pengadilan atau kebijakan negara yang ber-
sifat otoritatif yang mengikat.*’

Gagasan al-Qarafi dalam membatasi
otoritas Sunnah dengan melihat kapasitas nabi
Saw. yang melahirkannya dapat dikategorikan
sebagai pendekatan 7/lat atau legal ratio dalam
proses penetapan hukum Islam. Motif inilah
yang nanti akan menentukan status berlaku
dan tidaknya aturan hukum dalam suatu hadis.
Dari sini muncul kaidah “hukum itu berlaku
tergantung dengan ada dan tidak adanya %//ar
yang berbunyi “al-hukm yadiir maal ‘illati

wujiidan wa adaman” '

Wael Hallaq, pakar sejarah hukum
Islam dari Universitas Mc Gill Kanada, me-
nyatakan bahwa konsep al-Qarafi unik dan
inovatif namun berlaku singkat.”* Teori yang
ditawarkan oleh al-Qaréfi ini mungkin tidak
banyak diikuti dan dielaborasi oleh ulama
fikih pada masanya atau beberapa waktu
setelahnya. Namun di era kontemporer ini,
gagasan yang pernah ditawarkan oleh al-
Qarifi mulai diapresiasi oleh banyak ulama
kontemporer, di antaranya adalah Syekh
Yosuf al-Qaradhiwi dalam berbagai karyanya
tentang hadis dan hukum Islam.

Yasuf al-Qaradhawi

Yisuf al-Qaradhiwi termasuk ulama era
modern. Menurutnya harus dibedakan
dua macam Sunnah Nabi, yaitu Sunnah

3 Sherman Jackson, “From Prophetic Action to

Constitutional Theory”, dalam International Journal of Middle
East Studies, 25, 1 (1993), h. 71-90.

3! Ulama ushiil menyatakan, /lat atau sebab menentukan
berlaku dan tidak berlakunya suatu hukum. Ada sebab ada
hukum dan tidak ada sebab tidak ada hukum.

3 Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories,
Kusnadiningrat (pent.), (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2000), h.
223.

yang memuat kandungan hukum (Sunnah
tasyri’iyyah) dan Sunnah yang tidak
membawa aturan hukum (Sunnah ghair
tasyri’iyyah).”

Contoh Sunnah ghair tasyri‘iyyah adalah
tentang akhlak dan hal yang ghaib, atau
yang berkaitan dengan urusan dunia. Dalam
hal yang berkaitan dengan berita ghaib
tidak ada jalan lain kecuali menerimanya
sebagai bagian dari keimanan, sedangkan
segala masalah yang berurusan dengan
persoalan duniawi, kepada umat Islam
diberikan kebebasan untuk mengatur dan
mengolahnya sesuai dengan akal dan upaya
manusia sendiri.

Sedangkan Sunnah tasyri’iyyah berkaitan
dengan hukum-hukum. Sunnabh tasyriiyyah
ada yang berlaku universal dan otoritasnya
pun juga berlaku umum sehingga bersifat
mengikat dan wajib ditaati di manapun dan
kapanpun. Ada pula Sunnah tasyriiyyah yang
bersifat temporal karena pemberlakuannya
dibatasi dalam situasi dan kondisi yang
khas. Dalam memahami Sunnah tasyriiyyah
yang temporal ini, menurut al-Qaradhawi,
harus diperhatikan beberapa hal khusus,
sehingga pengamalan dan tingkat otoritas
atau ketaatan serta keterikatan dengan
sunnah tersebut juga terkait dengan sebab-
sebab yang temporal dan terbatas pula.
Beberapa penyebab otoritas temporal tersebut
adalah karena disebabkan oleh %//ar atau
motif tertentu, tradisi lokal yang khusus,
ditujukan kepada komunitas terbatas, atau
posisi nabi sebagai imam atau hakim ketika
menyampaikan sunnahnya.*

33 Kategori yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi bukan
su atu konsep yang baru, melainkan hanya pengembangan
lebih jauh atas konsep yang telah dikemukakan oleh beberapa
ilmuwan Muslim era modern sebelumnya, misalnya Syah Wali
Allah al-Dahlawi dan Mahmd Syaltiit. Al-Qaradhawi sendiri
menyatakan demikian. Lihat al-Qaradhawi, al-Sunnah Masdar
li al-Marifah wa al-Hadérah, cet. 1, (Kairo: Dar al-Syurigq,
1997), h. 92.

3 Al-Qaradhawi, Kuzifa Natiamal maa al-Sunnah al-
Nabawiyah, (Kairo: Dar al-Syur(iq, 1992), h. 37. Lihat pula al-
Qaradhawi, Syariih al-Islim Shalihab li al-Tathbiq fi Kulli Zamin
wa Makén, cet v, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 108-112.



Muhammad Syahrir

Menurut Syahrir, salah seorang ahli tafsir
kontemporer, Sunnah yang muncul dari
posisi Muhammad Saw. sebagai rasul
dinamakan sebagai Sunnah al-risilah. Sunnah
jenis ini wajib ditaati, namun ada yang
berlaku general universal yang dinamakan
Sunnah risilah muttashilah, dan ada yang
berlaku lokal temporal yang dinamakan
Sunnah risilah munfasilah.

Sunnabh risélah munfasilah hanya berlaku
lokal dan temporal dan hanya wajib ditaati
pada waktu nabi Saw. masih hidup dan
berlaku di Jazirah Arab abad ke-7 M. Dengan
wafatnya beliau, maka kewajiban untuk
mentaati dan melaksanakannya juga ikut
berakhir. Ketaatan yang otoritatif terhadap
al-Sunnah jenis ini dinamakan sebagai ke-
taatan yang terputus (thd'ah munfashilah).”
Kepatuhan ini pun dilakukan ketika rasul
masih hidup dan tidak lagi harus dilakukan
ketika beliau telah wafat dan pada masa-masa
sesudahnya.’

Ketaatan atas nabi yang bersifat parsial
dan temporal ini, menurut Syahriir, ber-
sumber dari dua ayat yaitu Alquran surat
al-Nis& [4]: 58 (Hai orang-orang yang
beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah
kepada Rasill dan kepada Ulil Amri dari
kamu ...”) dan Alquran surat al-Maidah
(5]: 92 (Dan taatlah kalian kepada Allih
dan taatlah kepada Rasil dan takutlah ..).

Syahrtir memberikan banyak contoh
tentang larangan nabi Saw. yang termasuk
dalam kategori Sunnah temporer (munfashilah)
ini, misalnya larangan melukis atau meng-
gambar benda bernyawa, bermain musik,
menyanyi, memakai benda terbuat dari emas,
atau mengangkat perempuan dalam posisi-
posisi publik kenegaraan. Larangan melukis
atau menggambar benda bernyawa yang pernah
dikeluarkan nabi Saw., jika benar-benar sahih,

% Syahrtr, al-Kitéb wa al-Qurén; Qirdah Mu'dsirah, cet. 2,
(Damaskus: al-Ahali li al-Tib&ah wa al-Nasyr wa al-Tauzf’, 1990),
h. 550.

% Syahriir, al-Kitdb wa al-Qur'an; Qirdah Mu'isirah, h. 552.
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menurut Syahr(r, haruslah dipahami hanya
berlaku untuk konteks di masanya. Pada saat
itu bangsa Arab masih hidup dalam suasana
jahiliyah. Jadi, larangan dimaksud hanya
sebatas langkah temporer yang terbatas.

Berbagai ketentuan dalam Swunnab
munfashilah ini harus dipahami secara
modern dari aspek substantifnya, dan bukan
pada makna teks literal (barfiyyah al-nash)
atau pada bentuk (syakl) formalnya. Bentuk
atau cara dapat berubah-ubah sedangkan
esensi bersifat tetap. Jika di dalamnya ada
yang masih bermanfaat dalam kehidupan
modern saat ini maka dapat diambil, namun
jika tidak ada manfaat lagi maka dapat
ditinggalkan.”” Dengan demikian adalah
salah jika Sunnah yang muncul pada abad
ke-7 M langsung dibawa untuk diamalkan
secara praktis dalam dunia modern inj.*

Sedangkan dalam Sunnah muttashilah,
aturan-aturan yang dibuat oleh nabi Saw.
merupakan bagian dari aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah Swt. Artinya, ketaatan
kepada beliau tidak dapat dipisahkan dari
ketaatan kepada Allah Swt. dan telah pula
mendapatkan legitimasi dari-Nya. Dengan
demikian, Sunnah muttashilah merupakan
penjabaran atau pengembangan dari hukum
yang telah diwahyukan sebelumnya. Otoritas
rasul Swt. dalam membuat Sunnah ini dapat
terjadi setelah mendapat legitimasi dari
Allah Swt. lewat ayat-ayat Alquran. Sunnah
nabi yang otoritatif pada setiap waktu dan
tempat ini terdapat dalam masalah ibadah

dan budid.®

Menurut Syahrir, dimensi risdlah yang
dibawa oleh nabi Saw. ada tiga, yaitu (1) syadir
atau ritual ibadah seperti shalat, zakat, puasa
dan haji; (2) akblak; (3) tasyri’ atau perundang-
undangan. Aturan yang berkaitan dengan
nomor 1 dan 2 bersifat tetap, sedangkan yang
ketiga bersifat dinamis atau relatif.

% Syahrlir, al-Kitib wa al-Qurin; Qirdah Mu'dsirah, h. 552.

38 Syahrti, al-Kitih wa al-Quriin; Qirdah Muisirah, h. 567.

3 Syahrar, Dirdsat Islimiyah Mu'asirabh fi al-Daulah wa al-
Mujtama, cet. 1, (Damaskus: al-Ahali, 1994), h. 157.
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Aturan tentang ritual ibadah dengan
aneka tata caranya hanya berdasarkan
petunjuk rasul. Pembaruan atau penambahan
maupun ijtihdd dalam wilayah ritual tidak
boleh dilakukan, dinilai sesat, bid’ah dan

karena itu ditolak.%

Akhlak adalah norma kermasyarakatan
(manzhiimah al-qiyim) dan teladan utama (al-
musul al-ulyd). Dalam wilayah ini juga tidak
ada peluang ijtihad. Oleh karena itu, maka
sikap berdusta, menipu, mengadu domba
dan kemunafikan misalnya, akan terus-
menerus dibenci secara etika dan dilarang
menurut syara. Adapun persoalan zasyri” atau
perundang-undangan merupakan wilayah
ijtihad sekaligus menjadi bentuk 7risdlab
penutup yang istimewa dari nabi Saw.*!

Oleh karena Sunnah risilah muttashilah
merupakan penjelasan dan pengembangan
nabi Saw. terhadap hudiid yang ada di dalam
Umm al-Kitib, baik tentang ibadah maupun
tasyri’, sementara hukum dalam Alquran
memiliki batasan atau budiid tertentu, maka
bentuk ketetapan rasul juga berupa budiid
tertentu, yaitu sebagai badd a’lé atau sebatas
hadd adnd, atau mengambil hadd persis
tepat di atas hudiid yang telah ada di dalam
Alquran. Semua alternatif ini dipilih oleh
nabi sesuai dengan perkembangan sistem
sosial yang dominan dalam masyarakat Arab
ketika itu.*?

40 Syahrtir mengutip sebuah teks hadis “man ahdasa fi
amrini hizi mA laisa minhu fahuwa raddun” yang artinya barang
siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kita ini
(ibadah) maka ia tertolak. Lihat dalam karyanya, Nabw Usil al-
Jadidah li al-Figh al-Islimi; Figh al-Mar'ah, cet. 1, (Damaskus:
al-Ahali, 2004), h. 194.

4 Syahrtir membedakan antara risdlah dan syariah yang
dibawa oleh nabi Saw. dengan para nabi sebelumnya, seperti
Musa As. Menurutnya, syariah yang dibawa oleh para nabi
sebelumnya bersifat haddiyah atau aturan-aturan yang telah
tetap dan baku. Sedangkan aturan hukum yang dibawa oleh
nabi Saw. bersifat hudidiyah dengan batas-batasan tertentu
yang pelaksanaannya bersifat fleksibel. Oleh karena itu, pula
maka kepada nabi diperkenan melakukan itjtihad untuk me-
nerapkannya. Jjzihid tersebut juga harus diikuti oleh para umat-
nya dalam rangka wswah hasanah serta mengikuti Sunnahnya.
Lihat Syahrtr, al-Kitéib wa al-Qur'én; Qird'ah Mu'dsirah, h. 492.

2 Syahrir, al-Kitéb wa al-Qur'an: Qirdah Mu'sirah, h.
154, dan Nahw Usiil al-Jadidah li al-Figh al-Islami: Figh al-
Mar'ah, h. 230.

Implikasi lebih jauh dapat ditarik
dari konsep Sunnah Muttashilah yang
otoritatif namun selalu fleksibel di dalam
penerapannya. Implikasi dimaksud ialah
bahwa penjelasan yang diberikan oleh nabi
Saw. dapat berbeda dari aturan harfiyah
dalam Alquran, baik dengan lebih berat
atau lebih ringan, dan itu bukan suatu
pertentangan antara Sunnah nabi dengan
Alquran. Penjelasan dari nabi tersebut dapat
berupa penjabaran atas aturan minimal yang
ada di dalam Alquran. Misalnya aturan
tentang perempuan-perempuan yang haram
dinikahi dalam Alquran baru merupakan
batasan minimal, sehingga masih berpeluang
untuk diperluas. Dalam kerangka ini maka
nabi Saw. menambah larangan dimaksud
dengan sabdanya:

o Ll sl G ¥ steg st G s Y
Janganlah seorang perempuan dimadu dalam
satu perkawinan dengan bibinya (dari pihak
ayah) dan jangan pula dimadu dengan bibinya
(dari pihak ibu).

Dalam kasus seperti diungkapkan oleh
hadis ini, menurutnya, sebenarnya nabi
Saw. telah memberikan contoh kepada kita
suatu perspektif berupa kebolehan me-
nambah atas aturan yang telah ada. Beliau
memberikan sebuah pemikiran dengan
berlandaskan atas bukti-bukti ilmiah, tanpa
harus takut akan jatuh ke dalam larangan
yang diharamkan.*

Oleh karena itu, menurut Syahrur, me-
ngikuti Sunnah nabi bukan dengan meng-
ikuti ajaran harfiyahnya atau bentuk dan
teknisnya, tetapi adalah dengan mengikuti
esensi ajarannya atau substansi hukumnya.
Oleh karena itu, ia mendefinisikan Sunnah
nabi bukan sebagai ucapan dan perbuatan
nabi tetapi sebagai metode ijtihad nabi. Ia
mengatakan:

# Muslim ibn al-Hajjj al-Qusyairi, Shahih Muslim, juz
I, No. 2514, h. 367. Lihat juga Mélik ibn Anas, al-Muwaththa’,
juz 111, h. 69.

“ Syahrir, al-Kitdb wa al-Qur'an: Qirdah Mu'isirah, h. 154.
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Ljtihid nabi dalam menerapkan hukum-hukum
yang terdapat di dalam Umm al-Kitab, baik
berupa hudid, ibadah, dan akblak, dengan
memperhatikan realitas obyektif di mana
beliau hidup, berkisar di antara hudid atau
langsung mengambil hudid yang telah ada,
ataw membuat hudiid sementara jika tidak
ada di dalam Alguran.

Jadi mengikuti Sunnah nabi adalah me-
ngikuti metode ijtihad nabi dan mengikuti
esensi tujuan ijtihadnya. Mengikuti Sunnah
nabi, bagi Syahr(r, bukan mengikuti produk
ijtihadnya seperti tata cara perbuatan sehari-
hari melainkan mengikuti metode ijtihadnya
sesuai dengan masa kekinian, walaupun
mungkin hasil ijtihad masa kini berbeda
dengan hasil ijtihad nabi Saw. di masa lalu.

Kontekstualisasi Sunnah di Dunia
Modern

Pemahaman dan pengamalan Sunnah nabi
di era modern harus dilakukan secara
kontesktual, artinya harus dilihat konteks
kemunculan Sunnah tersebut dan dipahami
sesuai dengan konteks kekinian. Sunnah
nabi tentang tradisi bersiwak, memanjangkan
jenggot dan tata cara berpakaian, anjuran
makan kurma dan minum susu, serta sanksi
hukuman mati bagi orang yang murtad
misalnya, merupakan sekian banyak dari
Sunnah nabi yang harus dikontekstualisasikan.

Bersiwak adalah salah satu tradisi nabi
atau Sunnah dalam membersihkan mulut.
Alat bersiwak berupa kayu yang berasal dari
pohon bernama Arak yang ada di Jazirah
Arab saat itu. Dalam pemahaman konteks
modern, Sunnah bersiwak ini mengajarkan

® Syahrr, al-Kitab wa al-Quran: Qirdah Mu'dsirah, h. 154.
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kita agar menjaga kesehatan mulut dengan
berbagai alat.“

Pakaian ala Arab dan memanjangkan
jenggot merupakan tradisi di kalangan
bangsa Arab saat itu. Inti Sunnah ini meng-
ajarkan kepada umat Islam rasa nasionalisme
(qaumiyah) dan setiap Muslim boleh memakai
pakaian atau identitas kebangsaannya tanpa
perlu merasa sungkan.?

Demikian pula Sunnah nabi yang
menganjurkan makan kurma dan minum
susu adalah berkaitan dengan upaya pe-
ningkatan hasil pertanian di jazirah Arab
saat itu. Dalam konteks pemaknaan yang
modern dan kontekstual, substansi Sunnah
ini mengajarkan umat Islam agar meng-
gunakan dan memakan barang-barang
produk negerinya sendiri, mencintai tanah
air, dan berperilaku sesuai dengan kebiasaan
bangsanya. Sedangkan buah kurma dan susu
itu sendiri hanya merupakan bentuk (form
atau syakl) dari substansi dimaksud.*®

Dalam masalah zakat barang perdagang-
an, rasul menetapkan jumlahnya sebesar
2,5 persen karena disamakan dengan zakat
emas dan perak. Dalam sebuah hadis beliau
bersabda, “zakat untuk emas dan perak adalah
seperempat pulub atau 2,5 persen”.” Menurut
Syahrtir, ukuran 2,5 persen tersebut baru
merupakan ketentuan minimal dan dapat
ditingkatkan lagi jumlahnya.

Yusuf al-Qaradhiawi mencontohkan
Sunnah yang melarang perempuan berpergi-
an tanpa mahram, berdasarkan hadis:

0 0% 58 1gaag V) GO0 360 el

Janganlah perempuan bepergian selama tiga
hari kecuali bersama mahram.

Larangan ini, menurut al-Qaradhawi,

46 Syahriir, al-Kitdb wa al-Qur'an: Qirdah Mu'asirah, h. 570.

47 Syahriir, al-Kitib wa al-Qur'an: Qirdah Mu'isirah, h. 570.

48 Syahrir, al-Kitdb wa al-Qur'an: Qirdah Mu'asirah, h. 571.

4 Lihat Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-
Bukhiri, bab al-ilm, hadis No. 1362, Muslim ibn Hajj4j al-
Qusyairi, Shahih Muslim, Hadits No. 12 dan al-Tirmizi, Sunan
al-Tirmizi, hadis No. 563.

> Riwayat Muslim ibn Hajj4j al-Qusyairi, Shahih Muslim,
juz I, No. 2381, h. 482..



490| AL-ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015

muncul dengan sebab atau %//at tertentu
yaitu kekhawatiran akan terjadinya bahaya
atas perempuan. Jika kekhawatiran dimaksud
sudah tidak ada lagi, maka larangan itu pun
juga berakhir.

Dengan semangat kontekstual ini pula
maka Sunnah yang menjatuhkan hukuman
mati bagi pelaku perbuatan murtad (keluar
dari agama Islam) harus dipahami ulang sesuai
konteks dahulu dan sekarang. Murtad dalam
konteks zaman nabi merupakan tindakan
seseorang yang merubah keyakinan dan
loyalitas kesetiaannya dari satu umat kepada
umat lainnya dan dari satu negeri kepada
negeri lainnya. Orang murtad dianggap se-
bagai pengkhianat terhadap negerinya atau
loyal kepada musuh secara terbuka.’’ Dengan
murtad, seseorang pada saat itu telah keluar
dari komunitas Madinah dan pergi bergabung
dengan pihak musuh dari kaum kafir di
Mekkah. Dengan demikian, murtad klasik
adalah tindakan pengkhianatan dengan cara
membongkar rahasia kekuatan umat Islam
di Madinah dan diberikan kepada musuh.
Dalam konteks historis dan politis ini, wajar
jika pelaku murtad klasik dapat dihukum
mati. Oleh karena itu, muncul sabda nabi
Saw. yang menyatakan bahwa orang yang
mengganti agamanya harus dihukum mati.
Teks hadis tersebut berbunyi:

S0 . %
52 Tan A7 A
25lBle 2> Ju B

Baramg siapa mengganti agamanya maka
hukum bunuhlah dia.

Dalam konstelasi dunia klasik seperti
di atas, maka hadis tentang hukuman
mati bagi pelaku murtad memang dapat
diberlakukan dan aturan hadis di atas bisa
dilaksanakan (badis mamal bih). Namun
untuk konteks dunia modern saat ini, orang
yang berganti agama tidak bisa lagi diartikan
sebagai berganti loyalitas kenegaraannya,
atau telah mengkhianati Islam, dan tidak
pula dapat diartikan sebagai tidak loyal

3! Al-Qaradhawi, Jarimah al-Riddah, h.
52 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhiri, jilid 4, juz 8, h. 48, dan
hadis No. 6411.

lagi kepada negara. Oleh karena berbagai
situasi dan kondisi telah jauh berubah maka
tidak tepat lagi untuk diterapkan hukuman
yang represif atas persoalan yang bersifat
keyakinan perseorangan. Demikian pula
argumen-argumen yang didasarkan atas
konteks historis masa lalu tidak dapat lagi
dijadikan pembenaran untuk menerapkan
mati bagi murtad pada masa sekarang.
Dengan demikian, aturan hukuman mati
dalam hadis di atas tidak dapat diterapkan
di dunia modern (hadis ghair mamil bib).

al-Na'im menyatakan bahwa masyarakat
yang didasarkan atas aqidah (Islam) akan
selalu memaksa pemeluk agama lain
agar berganti agama menjadi Islam dan
sejarah telah membuktikan itu. Artinya,
al-Qaradhiwi mengabaikan sejarah Islam
yang selalu ada aturan bahwa kepada daerah-
daerah taklukan dihadapkan hanya kepada
tiga macam pilihan, yaitu: (1) memeluk
Islam; (2) membayar pajak jizyah; atau
(3) hukuman mati atau lari. Adanya tiga
pilihan tersebut jelas sebagai pemaksaaan
dan tekanan, termasuk pilihan nomor dua.

Ada beberapa hadis yang muncul dari
kapasitas nabi Saw. sebagai imam, di antaranya:
Barang siapa menghidupkan tanah yang mati,
maka menjadi miliknya.

Dalam pemahaman ulama klasik seperti
Milik ibn Anas dan al-Syafi’i, ajaran
yang terkandung dalam Sunnah ini harus
diberlakukan untuk semua orang. Dengan
demikian, siapa saja yang membuka lahan
kosong dan tidak produktif maka ia bisa
memilikinya. Menurut Abi Hanifah, ajaran
dalam Sunnah tersebut tidak berlaku umum
tetapi berlaku khusus hanya untuk orang-
orang tertentu yang memenuhi persyaratan.
Jika dikaitkan dengan teori al-Qarafi, maka

otoritas ajaran tersebut hanya muncul

> Abd. al-Mur’im al-Namiri, al-fjiibid, (Kairo: Dar
al-Syurtiq, 1990) h. 93 dan al-Qaradhawi, Syaridh al-Islim
Shilihab li al-Tathbiq fi Kulli Zamin wa Makan, h. 116. Lihat
al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, hadis No. 1299.



dari kapasitas nabi Saw. sebagai kepala
negara atau imam. Dengan demikian,
kebolehan membuka lahan kosong serta
memanfaatkannya hanya boleh dilakukan
setelah mendapat izin dari pemerintah.

Penutup

Otoritas Sunnah mengalami dinamika pe-
rubahan dalam masa panjang sejalan dengan
perkembangan umat Islam itu sendiri. Pada
abad pertama hijriyah, Sunnah mengalami
perluasan cakupan dan wilayah dengan
model pemahaman induktif empiris sehingga
menjadi sumber hukum Islam yang dinamis.
Namun pada era al-Syafi’i dan sesudahnya,
cakupan Sunnah dibatasi hanya pada Sunnah
nabi dan harus termuat secara formal dan
verbal dalam hadis. Pemahaman dan otoritas
Sunnah lalu menyempit bersifat tekstual
dan deduktif bayini. Namun sejalan dengan
perkembangan sosial budaya dan berbagai
tantangan yang dihadapi, maka pada abad
pertengahan terjadi pembatasan terhadap
otoritas Sunnah yang tadinya begitu dominan
dan memaksa. Sunnah yang otoritatif dan
mengikat dibatasi hanya pada Sunnah yang
memenuhi %//at tertentu serta bersifat
putusan hukum. Jika persyaratan tersebut
tidak terpenuhi maka ketentuan Sunnah
tersebut bisa menjadi tidak berlaku lagi. Pada
era modern, otoritas Sunnah yang mengikat
lebih bersifat pada nilai-nilai substansialnya
dan tidak lagi terikat pada aturan-aturan
teknis dan formal di dalamnya.
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